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PUTUSAN
Nomor 5699 K/Pid.Sus/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah

memutus perkara Terdakwa:

Nama : DEDI WAHYUDI bin alm. MUHAMMAD
NURDIN;
Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/3 November 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur,

Kabupaten Aceh Selatan;

Agama . Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho
karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Besar tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI WAHYUDI bin (alm) MUHAMMAD NURDIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penelataran rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Penuntut

Umum;
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2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6

(enam) bulan;

Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah milik sdri Yuliana Nomor: 90/13/1V/20086,
tanggal 13 April 2006;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Asli Nomor 1106101207060002
atas nama Dedi Wahyudi;

Dikembalikan kepada pemilik sah yakni saksi Yuliana binti alm. Zainuddin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN

Jth tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI WAHYUDI bin alm. MUHAMMAD NURDIN
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam)
bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah milik Saksi Yuliana binti alm. Zainuddin nomor
90/13/1V/2006, tanggal 13 April 2006;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli Nomor 1106101207060002 atas
nama Dedi Wahyudi;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliana binti alm. Zainuddin;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
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Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor
160/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 April 2023
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Jth
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan
bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh
Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Banda Aceh tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh
Besar pada tanggal 24 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Juni
2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya
telah diajukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara menurut undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:
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- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat
dalam memori kasasinya tanggal 15 Juni 2023 pada pokoknya
menyatakan bahwa judex facti tidak menerapkan peraturan hukum
sebagaimana mestinya karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
tersebut belum setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
dan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh
karena itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan
Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan
karena putusan judex factilPengadilan Tinggi Banda Aceh yang
menguatkan putusan judex factiPengadilan Negeri Jantho vyang
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum
sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut
ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum
yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum
yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan Agustus 2020 sampai
dengan bulan November 2021 di Desa Pantee, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan
November 2021, Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi korban
Yuliana telah melakukan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah
kepada Saksi korban dan anak Terdakwa. Terdakwa tidak lagi
mengirimkan biaya nafkah setiap bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah). Meskipun kemudian Terdakwa berusaha memberikan biaya
nafkah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang
ditransfer ke rekening anak kandung Terdakwa bernama saksi Dini Aqilah
(anak kandung Terdakwa), namun uang tersebut ditolak oleh Saksi
Yuliana, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikan rupa itu telah
memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga pada dakwaan tunggal;
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- Bahwa demikian pula putusan judex facti yang menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan
ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6
(enam) bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah
mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi
perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan
yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,
karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian
tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, judex facti dalam
putusannya telah  mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang
memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya
merupakan wewenang judex facti, akan tetapi bila ada fakta relevan yang
memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh
Judex facti atau judex facti tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal
tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini judex facti sudah cukup
mempertimbangkan ~mengenai hal-hal yang memberatkan dan
meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
MENGADILL:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR,;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S.
Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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